
NOTA DINAS 

Nomor  3164/2900/PW.02.03/04/2024 

Kepada : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 

Dari  : Inspektur 

Hal  : Laporan Monitoring Pengendalian Gratifikasi s.d. Triwulan I 2024 

Tanggal : 04 April 2024 

 

Dengan hormat, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah menerima 11 (sebelas) 

laporan atas penerimaan gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi selama bulan Januari 

s.d Maret (Triwulan I) Tahun 2024. 

Tabel 1 Penerima Gratifikasi Berdasarkan Unit Kerja 

No Unit Kerja 
Bulan Pelaporan 

Jumlah 
Jan Feb Mar 

1 Hakim Konstitusi 0 1 0 1 

2 Sekretaris Jenderal 0 3 6 9 

3 Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi 1 0 0 1 

Jumlah 1 4 6 11 

 

Seluruh pelaporan penerimaan gratifikasi tersebut, disampaikan secara langsung kepada 

Auditor selaku penanggung jawab UPG di ruang kerja Inspektorat, Gedung III Mahkamah 

Konstitusi Lantai 12. 

Seluruh laporan tersebut telah diproses oleh UPG, dengan hasil bahwa seluruh laporan 

penerimaan gratifikasi cukup dikelola secara internal oleh UPG dan pemanfaatan seluruhnya 

untuk dikembalikan kepada Penerima untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja. 

Tingkat kecepatan waktu pelaporan adalah 2,45 hari kerja, yang mana telah sesuai 

dengan Pasal 4 Ayat (4) huruf b Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 52 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

yaitu Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dengan 

cara disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari 

kerja sejak Gratifikasi diterima.  
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UPG mengapresiasi keaktifan Pejabat dan Pegawai yang telah menjaga integritas dengan 

melaporkan penerimaan gratifikasi yang berpotensi menyebabkan timbulnya benturan 

kepentingan dengan jabatan dan kewajibannya melalui saluran pelaporan yang telah disediakan 

oleh UPG. 

Demikian kami sampaikan laporan monitoring pengendalian gratifikasi di lingkungan 

Mahkamah Konstitusi untuk periode Triwulan I Tahun 2024. Atas perhatian Bapak, kami 

sampaikan terima kasih. 

 

Inspektur, 

Kurniasih Panti Rahayu 
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